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BUPATI KAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KAPUAS 
NOMOR 55 TAHUN 2022 

 

TENTANG                                                                                                                                                                    

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022, SERTA PERUBAHAN PRIORITAS DAN 
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022 

 

BUPATI KAPUAS, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna ke 5 Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kapuas Masa Persidangan III Tahun Sidang 

2022 tanggal 25 Agustus 2022 tidak terjadi kesepakatan bersama 

antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas 

dengan Bupati Kapuas terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan 

Umum APBD, serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran 

Sementara Tahun Anggaran 2022;  

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada lampiran huruf 

D.af.2. dalam hal rancangan perubahan KUA dan perubahan 

PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala 

Daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan 

PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022, serta Perubahan Prioritas dan 

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);   
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  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);   

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926). 

 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN 

UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022, SERTA PERUBAHAN PRIORITAS DAN 

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2022 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  

1.  Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 

2.  Bupati adalah Bupati Kapuas . 

3.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

4.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kapuas menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otnomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsp Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945.  



- 4 - 

 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta 

asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal 

anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk 

setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Perubahan Kebijakan 

Umum APBD Kabupaten Kapuas yang meliputi perubahan asumsi-

asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022, serta Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan 

program/kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah 

Tahun Anggaran 2022. 

 

BAB III 

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

 

Pasal 3 

(1) Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD diperlukan 

Perubahan Kebijakan Umum APBD untuk selanjutnya 

dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas Dan 

Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022. 

(2) Perubahan Kebijakan Umum APBD meliputi perubahan 

asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. 

2.  
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(2) Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 

disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

BAB IV 

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 

 

Pasal 4 

(1) Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD disusun 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 

(2) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

sebagaimana ayat (1) berdasarkan urusan pemerintahan, 

program/kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan 

daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan 

dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. 

(3) Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 

Anggaran 2022 disusun sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupat  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati Kapuas  ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Kapuas. 

      

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 26 September 2022 
 

BUPATI KAPUAS, 
 

 

BEN BRAHIM S. BAHAT 
 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 26 September 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

 
 
                     SEPTEDY 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 55 

 


